PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 1999, NOMOR 13 TAHUN 2001, NOMOR 14 TAHUN
2001, NOMOR 15 TAHUN 2001, NOMOR 5 TAHUN 2002, NOMOR 6 TAHUN
2002, NOMOR 7 TAHUN 2002, DAN NOMOR 14 TAHUN 2002 MENGENAI

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

1.

BUPATI BARRU,

bahwa berdasarkan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah
Kabupaten Barru mengenai Retribusi Daerah yang tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru diamanatkan
untuk dicabut dan tidak berlaku lagi paling lama 1 (satu)

tahun sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Barru tentang Pencabutan Beberapa Peraturan
Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 1999, Nomor
13 Tahun 2001, Nomor 14 Tahun 2001, Nomor 15 Tahun
2001, Nomor 5 Tahun 2002, Nomor 6 Tahun 2002, Nomor
7 Tahun 2002, dan Nomor 14 Tahun 2002 Mengenai

Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk.1I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4253);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten
Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008
Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Barru (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru



Menetapkan

Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU
dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 1999, NOMOR 13 TAHUN 2001,
NOMOR 14 TAHUN 2001, NOMOR 15 TAHUN 2001,
NOMOR 5 TAHUN 2002, NOMOR 6 TAHUN 2002,
NOMOR 7 TAHUN 2002, DAN NOMOR 14 TAHUN 2002
MENGENAI RETRIBUSI DAERAH.



Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barru mengenai Retribusi Daerah adalah

sebagai berikut:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pusat Pertokoan (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Retribusi Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2001 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2001 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Retribusi 1zin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2001 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Retribusi 1zin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2002 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2002 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan
Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Isi Kotor Lebih Kecil
dari GT 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 April 2012
BUPATI BARRU,

ttd

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 23 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 NOMOR 1.



